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PUTUSAN

Nomor 0914/Pdt.G/2017/PA.KAG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu  pada  peradilan  tingkat  pertama  dalam  persidangan  majelis,  telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Penggugat, umur  26  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SMK,  pekerjaan

Karyawan  Swasta,  tempat  tinggal  di  Kecamatan  Tanjung  Raja,

Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,

melawan

Tergugat,  umur  32  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SMA,  pekerjaan

Karyawan  Swasta,  tempat  tinggal  di  Kecamatan  Sagulung,  Kota

Batam, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya

tanggal  09  Nopember  2017  dan  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan

Agama Kayuagung dengan register perkara Nomor 0914/Pdt.G/2017/PA.KAG

tanggal  14  Nopember  2017  dengan  alasan  yang  pada  pokoknya  sebagai

berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah

di  Kecamatan Sukajadi, Kabupaten Pekanbaru pada tanggal 09 Juli 2011,
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yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi, Kabupaten

Pekanbaru,  Provinsi Riau Nomor Buku Nikah tanggal 09 Juli 2011;

2. Bahwa  Penggugat  menikah  dengan  Tergugat  berstatus  perawan,

sedangkan  Tergugat  menikah  dengan  Penggugat  berstatus  jejaka  dan

antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat

tinggal  di Pekanbaru lebih kurang 2 tahun,  setelah itu  pindah ke Batam

lebih  kurang  6  bulan,  terakhir  pindah  ke  Tanjung  Raja,  selama  dalam

pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana

layaknya suami isteri  dan telah dikaruniai  1 (satu) orang anak, bernama

Anak Penggugat dan Tergugat, umur 5 tahun, sekarang anak tersebut ikut

Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

rukun dan  harmonis  selama 2  tahun,  setelah  itu  antara  Penggugat  dan

Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Penggugat

dengan Tergugat adalah:

- Orang  tua  Tergugat  memaksa  Tergugat  untuk  kawin  dengan

wanita pilihannya yang sama-sama suku Padang;

- Tergugat selalu memaksa Penggugat untuk mengizinkan Tergugat

kawin lagi;

6. Bahwa  pada bulan April  2014, antara Penggugat  dan Tergugat  terjadi

pertengkaran,  sehabis  bertengkar  tersebut  Tergugat  pergi  meninggalkan

Penggugat,  sejak  itu  antara  Penggugat  dan  Tergugat  berpisah  tempat

tinggal hingga sekarang telah berlangsung 3 tahun 6 bulan lamanya;

7. Bahwa  atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tidak

ridho dan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat, karena atas perbuatan

Tergugat itu Penggugat sangat menderita lahir dan batin;

8. Bahwa  selama ini  Penggugat  telah  berusaha  untuk  bersabar  dengan

keadaan ini  dengan harapan suatu saat  keadaan akan berubah,  namun
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keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak

sanggup  lagi  untuk  membina  rumah  tangga  dengan  Tergugat  dan

perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

9. Bahwa keluarga Penggugat  sudah sering berusaha untuk menasehati

dan  mendamaikan  Penggugat  dengan  Tergugat  untuk  hidup  rukun  dan

harmonis membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa  dengan  keadaan  Penggugat  dengan  Tergugat  yang

demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah

mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa  berdasarkan  alasan-alasan  tersebut  di  atas,  maka  Penggugat

mohon  kepada Bapak Ketua  Pengadilan  Agama Kayuagung  melalui  Majelis

Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima,

memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut: 

1. Menerima dan mengabulkan  gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat  (Tergugat)  terhadap

Penggugat (Penggugat);

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya;

Bahwa  Penggugat  datang  menghadap  sendiri  di  depan  sidang,

sedangkan  Tergugat  tidak  pernah  datang  menghadap  ke  persidangan,

meskipun berdasarkan relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi

dan patut, pada tanggal 04 Desember 2017 dan 28 Desember 2017, juga tidak

mengutus  orang  lain  sebagai  wakil  atau  kuasanya  yang  sah,  sedangkan

ternyata  bahwa  tidak  hadirnya  Tergugat  bukan  disebabkan  oleh  sesuatu

halangan yang sah;

Bahwa  Majelis  Hakim  telah  berupaya  menasehati  Penggugat  untuk

mempertahankan  rumah  tangganya  serta  memberikan  pandangan  tentang

akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;
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Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah

hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan

Penggugat  dengan  register  Nomor  0914/Pdt.G/2017/PA.KAG  tanggal  14

Nopember  2017,  di  mana  maksud  dan  tujuannya  tetap  dipertahankan  oleh

Penggugat,  sedang Tergugat tidak dapat didengar jawabannya,  karena tidak

hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan

bukti surat, yaitu Kutipan Akta Nikah Nomor Buku Nikah tanggal 09 Juli 2011

yang  dikeluarkan  oleh  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Sukajadi Kota

Pekanbaru yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos, dan

telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu diberi tanda bukti (P);

Bahwa Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi, yaitu:

1. Saksi Penggugat, saksi tersebut mengaku sebagai paman Penggugat,

lalu menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa  saksi  kenal  dengan  Tergugat  sebagai   suami  dari

Penggugat dan belum pernah bercerai;

- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  bertempat

tinggal  di  rumah orang tua  Tergugat  di  Batam dan terakhir  tinggal  di

rumah orang tua Penggugat di Belanti;

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat  dan Tergugat  telah

dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa  saat  ini  anak  Penggugat  dan  Tergugat  tersebut  dalam

asuhan Penggugat;

- Bahwa  pada  awalnya  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat  rukun dan harmonis,  namun belakangan ini  mulai  berselisih

dan bertengkar;
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- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat

mulai  berselisih  dan  bertengkar  belakangan  ini,  karena  saksi  pernah

mendengar langsung saat keduanya sedang berselisih dan bertengkar;

- Bahwa  saksi  pernah  mendengar  langsung  satu  kali  saat

Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  berselisih  dan  bertengkar  di

rumah orang tua Penggugat, saat keduanya terakhir kali tinggal di rumah

orang tua Penggugat;

- Bahwa  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Penggugat  dan

Tergugat berupa cekcok mulut;

- Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  antara

Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak mau hidup mandiri yaitu

Tergugat tidak mau pindah dan bertempat tinggal selain di rumah orang

tua Tergugat;

- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir serumah di

rumah  orang  tua  Penggugat,  Tergugat  hanya  tinggal  selama  2  hari,

setelah itu ia pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa  selama  Tergugat  pergi  meninggalkan  Penggugat  yang

telah berjalan selama 3 tahun, Tergugat tidak pernah pulang menemui

Penggugat;

- Bahwa  saksi  pernah  mengonfirmasi  melalui  telepon  alasan

Tergugat tidak mau lagi tinggal bersama dengan Penggugat, karena saat

ini Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;

- Bahwa Tergugat menikah dengan perempuan lain setelah ia pergi

meninggalkan Penggugat;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal

antara  Penggugat  dengan  Tergugat  sudah  tidak  menjalin  komunikasi,

tidak saling pedulikan lagi dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-

masing sebagai suami isteri;
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- Bahwa  keluarga  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berupaya

merukunkan, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun

Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

2. Saksi Tergugat,  saksi tersebut mengaku sebagai  tetangga Penggugat,

lalu menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat dan

tidak pernah bercerai;

- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  bertempat

tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  mempunyai  satu  orang

anak;

- Bahwa  saat  ini  anak  Penggugat  dan  Tergugat  tersebut  dalam

asuhan Penggugat;

- Bahwa  pada  awalnya  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 3 tahun yang lalu Penggugat

dan Tergugat  tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan

Penggugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung saat

Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;

- Bahwa  saksi  tidak  pernah  melihat  langsung  Penggugat  dan

Tergugat sedang sediaman;

- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat pada

hari raya baik Idul Fitri maupun Idul Adha selama 3 tahun belakangan ini;

- Bahwa selama Tergugat  pergi  meninggalkan Penggugat,  antara

Penggugat  dengan  Tergugat  sudah  tidak  menjalin  komunikasi,  tidak

saling  pedulikan  lagi  dan  tidak  lagi  menjalankan  kewajiban  masing-

masing sebagai suami isteri;

Hlm. 6 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0914/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa  keluarga  Penggugat  dan  Tergugat  belum  merukunkan

keduanya;

- Bahwa  saksi  hanya  pernah  menasehati  Penggugat,  namun

Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat  menyatakan  telah  mencukupkan  alat  buktinya  dan

tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa  Penggugat  di  persidangan  menyampaikan  kesimpulan  secara

lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Bahwa  untuk  meringkas  isi  putusan  ini,  maka  segala  sesuatu  yang

tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan

dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara hukum

Islam,  lalu  Penggugat  mengajukan  gugatan  cerai  terhadap  Tergugat,  oleh

karena  itu  berdasarkan Pasal  40  dan Pasal  63  ayat  (1)  Huruf  (a)  Undang-

undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  jo. Pasal  1  Huruf  (b)

Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975,  Pasal  49  Huruf  (a)  Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang

Nomor  50  Tahun  2009,  maka  Pengadilan  Agama  Kayuagung  berwenang

memeriksa dan mengadili, serta memutus perkara ini;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  mendalilkan  telah  melangsungkan

perkawinan  secara  hukum  Islam  dan  tercatat  di  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan  Sukajadi,  Kabupaten  Pekanbaru, kemudian mengajukan gugatan

cerai terhadap Tergugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara

terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, berdasarkan ketentuan

Pasal  19  Huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang

Pelaksanaan  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  jo.
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Pasal  116  Huruf  (f)  Kompilasi  Hukum  Islam,  maka  Penggugat  memiliki

kedudukan  hukum  (Legitima  persona  standi in judicio)  untuk  mengajukan

gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26

Peraturan Pemerintah  Nomor  9  Tahun 1975,  Penggugat  dan Tergugat  telah

dipanggil  secara  resmi  dan  patut  untuk  menghadiri  persidangan  yang  telah

ditetapkan dan pada hari persidangan tersebut, Penggugat telah hadir sendiri

(in person) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus

orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang,  bahwa  atas  ketidakhadiran  Tergugat  tanpa  alasan  yang

sah, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan pemeriksaan atas perkara

ini  dilanjutkan  dan  dapat  diputus  dengan  tanpa  hadirnya  Tergugat  (verstek)

sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  82  Ayat  (1)  dan  (4)  Undang-

undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama sebagaimana  telah

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

dengan  Undang-undang  Nomor  50  Tahun  2009  jo. Pasal  31  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan

Penggugat  dengan cara menasehati  Penggugat  agar  hidup rukun dan tetap

mempertahankan  rumah  tangganya  dengan  Tergugat,  akan  tetapi  usaha

tersebut tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  upaya  perdamaian  melalui  proses  mediasi  tidak

dapat ditempuh sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik

Indonesia  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan,

karena selama pemeriksaan perkara  ini  berlangsung,  Tergugat  tidak  pernah

hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang,  bahwa  pemeriksaan  perkara  ini  dilanjutkan  dengan

pembacaan gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan

bahwa rumah tangganya sudah tidak tercipta lagi kerukunan dan keharmonisan

karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal-hal sebagai

berikut:
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- Orang  tua  Tergugat  memaksa  Tergugat  untuk  kawin  dengan

wanita pilihannya yang sama-sama suku Padang;

- Tergugat selalu memaksa Penggugat untuk mengizinkan Tergugat

kawin lagi;

dan  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut  mengakibatkan  Penggugat  dan

Tergugat sudah berpisah kurang 3 tahun 6 bulan dan selama berpisah tidak lagi

saling peduli;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Tergugat tidak

memberikan jawabannya  karena Tergugat  tidak  pernah hadir  menghadap di

persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat

gugur hak jawabnya,  serta Majelis Hakim sependapat dengan doktrin ulama

Islam dan  mengambil  alih  sebagai  sebagai  pendapat  Majelis  Hakim,  dalam

Kitab Ahkamul Qur’an, Juz 2, halaman 45:

Artinya:  Barang  siapa  yang  dipanggil  oleh  Hakim  di  dalam  persidangan

sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka

dia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  juga  perlu  mengemukakan  doktrin

ulama Islam dalam Kitab Al-Anwar Juz II, Halaman 149 yang kemudian diambil

alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

 Artinya  :  Apabila  (Tergugat)  berhalangan  hadir  karena  bersembunyi  atau

enggan,  maka  Hakim  memeriksa  gugatan  dan  bukti-bukti  yang

diajukan, kemudian memutusnya.

Menimbang,  bahwa  dari  doktrin  ulama  di  atas  dapat  diambil  sebuah

abstraksi  hukum bahwa Tergugat  yang  tidak  hadir  dalam persidangan  telah

menghilangkan  hak-haknya  sehingga  terhadap  gugatan  Penggugat  dapat

diperiksa  dan  diputus  tanpa  kehadiran  Tergugat,  dalam hal  ini  guna kehati-

hatian Majelis  Hakim dalam menilai  pokok perkara ini  melawan hukum atau
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tidak melawan hukum, serta beralasan atau tidak beralasan, dan juga perkara

ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (lex

specialis  derogat  legi  generalis)  dan  untuk  menghindari  kesepakatan  untuk

bercerai antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 208 KUH

Perdata, maka untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara

Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) tidak dapat hidup rukun sebagai suami

isteri  sesuai  dalam Pasal  39 Ayat  (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan, gugatan mana dapat diterima apabila telah cukup jelas

bagi  Pengadilan  tentang  sebab-sebab  perselisihan  dan  pertengkaran  dan

setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang yang dekat dengan

suami isteri sesuai dengan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975,  maka Majelis  Hakim perlu mengetahui  lebih  jelas sebab-sebab

perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Penggugat  dan  Tergugat  dan  perlu

mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat

dengan Penggugat maupun Tergugat; 

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil  gugatan  Penggugat,

terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti (P), terhadap bukti

(P) tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup,

dinazzegel dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya

bukti (P) telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 285 R.Bg, Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang

Nomor  13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai,  muatan dari  bukti  (P)  memiliki

koneksitas dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan antara Penggugat

dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah, sehingga telah memenuhi syarat

meteril  alat  bukti,  dengannya  telah  mempunyai  nilai  pembuktian  sempurna

(volledig) dan mengikat (bindende), sehingga terbukti antara Penggugat dengan

Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang,  bahwa  selain  Penggugat  mengajukan  bukti  tertulis  (P)

juga mengajukan dua orang saksi, yaitu Saksi Penggugat dan Saksi Tergugat,

terhadap kedua saksi Penggugat tersebut telah disumpah menurut agamanya

masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai

saksi,  karena  kedua  saksi  tersebut  merupakan  orang  terdekat  Penggugat.
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Dengan  demikian  kedua  saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  formil

pembuktian khususnya dalam perkara bidang perkawinan, sebagaimana yang

dimaksud  dalam Pasal  171  dan  175  R.Bg  jo. Pasal  22  Ayat  (2)  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor

1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  sehingga  keterangan  kedua  saksi

Penggugat tersebut dapat didengarkan;

Menimbang,  bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang

materil alat bukti saksi Penggugat;

Menimbang,  bahwa  terhadap  keterangan  kedua  saksi  Penggugat

tentang  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Penggugat  dengan  Tergugat,

hanya saksi pertama yang memiliki pengetahuan jelas terhadap yang didalilkan

Penggugat, sedang saksi kedua Penggugat tidaklah mengetahui  perselisihan

dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat tidak dapat

dijadikan alat bukti yang berdiri sendiri sebagaimana asas pembuktian bahwa

“satu saksi bukanlah saksi” (unus testis nullus testis) sebagaimana ketentuan

dalam Pasal 306 R.Bg, dan terhadap saksi pertama Penggugat hanya bernilai

sebagai bukti permulaan semata, dan untuk mencapai batas minimal alat bukti

harus didukung minimal satu bukti lain;

Menimbang,  bahwa meskipun hanya saksi  pertama Penggugat  yang

dapat  memenuhi  kualifikasi  sebagai  alat  bukti,  namun  Majelis  Hakim  perlu

menilai keterangan saksi kedua Penggugat yang pada pokoknya saksi tersebut

telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah selama 3

tahun;

2. Bahwa selama 3  tahun  belakangan  ini  Tergugat  tidak  pernah  pulang

mengunjungi Penggugat baik itu hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha atau di

hari-hari lain;

3. Bahwa selama 3 tahun belakangan ini  Penggugat  dan Tergugat  tidak

saling peduli dan tidak menjalani kewajiban sebagai pasangan suami isteri;

Hlm. 11 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0914/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  kedua  Penggugat  tersebut

sejalan dengan keterangan saksi pertama Penggugat, sehingga Majelis Hakim

menilai bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat tersebut

suatu hal yang tidak wajar terjadi dalam sebuah rumah tangga, terlebih lagi

terjadi  perpisahan  rumah  tangga  yang  berlangsung  secara  terus-menerus,

tanpa didasari oleh permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga, sehingga

Majelis  Hakim  menilai  keterangan  tersebut  sebagai  akibat  dari  perselisihan

dan/atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dalam hal ini

Majelis Hakim mengklasifikasinya sebagai suatu akibat hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan yurisprudensi

Mahkamah Agung Nomor 90 K/AG/2003 tanggal  11 November 2003 bahwa

keterangan  dua  orang  saksi  dalam  perkara  cerai  talak  yang  hanya

menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevold) mempunyai kekuatan hukum

sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang,  bahwa  dalam  yurisprudensi  di  atas  tidak  semata-mata

hanya berlaku pada cerai talak, namun juga berlaku pada perkara cerai gugat,

karena  antara  keduanya  memiliki  akibat  hukum  yang  sama  yaitu  putusnya

ikatan  perkawinan,  dengannya  Majelis  Hakim  mempergunakannya  dalam

pertimbangan alat bukti in casu;

Menimbang, bahwa terhadap yang telah diterangkan oleh kedua saksi

Penggugat sebagaimana dalam pertimbangan di atas, sepanjang akibat hukum

dimaknai sebagai suatu akibat dari peristiwa hukum, dengannya oleh Majelis

Hakim menilai akibat hukum tersebut telah dapat dijadikan sebagai alat bukti

yang sah yang mendukung keterangan saksi pertama Penggugat;

Menimbang,  bahwa  terhadap  akibat  hukum  yang  telah  diklasifikasi

sebagai  alat  bukti  sah,  yang  telah  mendukung  keterangan  saksi  pertama

Penggugat,  sehingga  telah  memenuhi  syarat  materiil  alat  bukti  saksi,

sebagaimana  maksud  Pasal  308  ayat  (1)  R.Bg  jo. Pasal  309  R.Bg,  maka

Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  keterangan  saksi-saksi  tersebut  dapat

dijadikan  dasar  pertimbangan  bagi  hakim  di  dalam  menentukan  fakta-fakta

yang didalilkan oleh Penggugat;
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  gugatan  Penggugat  yang  diperkuat

oleh  bukti  tertulis  (P)  dan  keterangan  dua  orang  saksi  Penggugat,  Majelis

Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara  Penggugat  dan  Tergugat  terikat  perkawinan  sah

yang menikah pada tanggal 09 Juli 2011 dan tercatat di Kantor Urusan

Agama Kecamatan Sukajadi Kabupaten Pekanbaru;

- Bahwa  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  pada

awalnya rukun dan harmonis, namun belakangan ini terjadi perselisihan

dan  pertengkaran  yang  disebabkan  oleh  Tergugat  tidak  mau  hidup

mandiri untuk tinggal selain di rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa  sampai  dengan  saat  ini  Penggugat  dan  Tergugat  telah

berpisah  tempat  tinggal  selama  3  tahun,  di  mana  yang  pergi

meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa  selama  berpisah  antara  Penggugat  dan  Tergugat  tidak

pernah saling peduli dan tidak menjalankan kewajiban sebagai pasangan

suami isteri;

Menimbang,  bahwa  terhadap  dalil-dalil  yang  telah  dibuktikan  oleh

Penggugat tersebut di atas, oleh Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah

berhasil  membuktikan  dalil-dalil  dalam  gugatan  cerainya  dan  juga  Majelis

Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dengan

Tergugat tidak berjalan harmonis lagi berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas,

namun Majelis Hakim lebih lanjut akan mempertimbangkan patut atau tidaknya

gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,  bahwa perkawinan adalah ikatan

lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai

isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia

dan kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa, dan juga dalam Pasal  3

Kompilasi  Hukum  Islam  disebutkan  bahwa  perkawinan  bertujuan  untuk

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang  sakinah, mawaddah dan rahmah,

dan juga digariskan dalam surah Ar-Ruum Ayat (21) yang berbunyi:
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Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari
jenis  diri  kamu  seorang  pasangan  hidup,  agar  kamu  menemukan
ketenangan  bersamanya  dan  dijadikan-Nya  di  antara  kamu  saling
mencintai  dan  saling  kasih  sayang.  Sesungguhnya  dalam hal  yang
demikian  itu  merupakan pertanda kebesaran Allah  bagi  orang-orang
yang berfikir”.;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  tersebut  di  atas,  dapat

diketahui,  bahwa  unsur  dari  perkawinan  adalah  adanya  ikatan  lahir  bathin

antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, jika

unsur tersebut tidak terpenuhi dalam ikatan perkawinan, maka sesungguhnya

perkawinan tersebut telah rapuh, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga

yang bahagia tidak tercapai;

 Menimbang,  bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat

dan Tergugat tidak mencapai tujuannya dan tidak ada harapan untuk satukan

kembali dan apabila dipertahankan maka akan mendatangkan rasa tidak aman,

mudharat bagi  Penggugat  dan  Tergugat.  Sedangkan  dalam  ajaran  Islam

menghindari mudharat wajib didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  memandang  perlu  menukil

Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  38K/AG/1990

tanggal  22  Agustus  1991,  bahwa  tidak  perlu  melihat  siapa  yang  bersalah

menyebabkan  perselisihan  dan  pertengkaran,  tetapi  yang  penting  apakah

rumah  tangga  itu  telah  pecah  dan  sulit  didamaikan  lagi,  menjadi  dasar

pertimbangan dikabulkannya suatu perkara;

Menimbang,  bahwa dalam perkara  ini  Majelis  Hakim sependapat  dan

mengambil  alih  sebagai  pendapat  Majelis  Hakim  terhadap  pendapat  pakar

hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:
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Artinya  :  “Apabila  si  isteri  telah  menunjukkan  sikap  sangat  benci  kepada

suaminya,  maka  Hakim  boleh  menjatuhkan  talak  satu  suaminya

kepada isterinya”.

Menimbang,  bahwa Majelis  Hakim perlu  mengemukakan pendapat  ahli

hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290, kemudian diambil

alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

Artinya:  Apabila  hakim  telah  menemukan  bukti-bukti  yang  diajukan  oleh
Penggugat  (istri)  atau  Tergugat  telah  memberikan  pengakuan,
sedangkan  hal-hal  yang  menjadi  dakwaan  Penggugat  yaitu
ketidakmampuan  kedua  belah  pihak  untuk  hidup  bersama  sebagai
suami  istri  dan hakim tidak  berhasil  mendamaikan keduanya,  maka
hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas, alasan gugatan Penggugat  telah memenuhi  unsur-unsur yang tertuang

dalam  Pasal  39  Ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang

Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

jis. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim

dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan

talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan maksud

Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dan tercatat pada

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi Kabupaten Pekanbaru dan saat ini

Penggugat  tinggal  di  wilayah  Kecamatan Tanjung Raja  Kabupaten Ogan Ilir

dan  Tergugat  tinggal  di  Kecamatan  Sagulung  Kota  Batam,  berdasarkan

ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama  sebagaimana  yang  telah  diubah  menjadi  Undang-undang  Nomor  3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun

2009,  kepada  Panitera  Pengadilan  Agama  Kayuagung  diperintahkan  untuk

menyampaikan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Sukajadi

Kabupaten Pekanbaru  dan  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama
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Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir  dan Pegawai  Pencatat  Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung Kota Batam, untuk dicatat dalam

daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  89  Ayat  (1)  Undang-undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-undang  Nomor  50  Tahun  2009,  oleh  karena  perkara  ini  mengenai

sengketa perkawinan, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku

yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan  Tergugat  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra  Tergugat  (Tergugat)  terhadap

Penggugat (Penggugat);

4. Memerintahkan  Panitera  Pengadilan  Agama  Kayuagung  untuk

menyampaikan  salinan  putusan  ini  yang  telah  berkekuatan  hukum tetap

kepada  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan

Sukajadi  Kabupaten Pekanbaru,  Pegawai  Pencatat  Nikah Kantor  Urusan

Agama  Kecamatan  Tanjung  Raja  Kabupaten  Ogan  Ilir  dan  Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung, Kota Batam,

untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu  rupiah);

Demikian  perkara  ini  diputus  di  Kayuagung  berdasarkan  musyawarah

Majelis  Hakim  Pengadilan  Agama Kayuagung  pada  hari  Selasa  tanggal  16

Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulakhir 1439 Hijriyah,

oleh Ali Akbarul Falah, S.HI sebagai Ketua Majelis dan Azwida, S.HI serta H.

Ivan  Yuzni  Amarullah  Murtadlo,  S.H  masing-masing  sebagai  hakim-hakim
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Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

oleh Ketua Majelis  tersebut,  dengan dihadiri  Hakim-Hakim Anggota,  dibantu

oleh Winda Yunita  Dewi,  S.HI.,  M.H sebagai  Panitera Pengganti  Pengadilan

Agama Kayuagung dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Azwida, S.HI

Ketua Majelis,

Ali Akbarul Falah, S.HI

Hakim Anggota,

H. Ivan Yuzni Amarullah Murtadlo, S.H

Panitera Pengganti,

Winda Yunita Dewi, S.HI., M.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp

.

30.000,-

2. Biaya Proses : Rp
.

50.000,-

3. Biaya Panggilan : Rp
.

475.000,-

4. Biaya Meterai : Rp
.

6.000,-

5. Biaya Redaksi : Rp
.

5.000,-

Jumlah : Rp
.

566.000,-

Terbilang: lima ratus enam puluh enam ribu rupiah.
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